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	Wabah virus COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan permasalahan yang berdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan UMKM di Negara Indonesia. UMKM telah memainkan peranan vital terhadap perekonomian Negara Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkan pandemi COVID-19 ternyata berdampak terhadap kemunduran pada sektor UMKM, bahkan tak sedikit yang harus gulung tikar akibat dari menurunnya penjualan. Secara tidak langsung permasalahan ini menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan, yang salah satunya adalah restrukturisasi kredit stimulus COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM. Penelitian ini berjenis yuridis normatif-empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, karena data yang diperoleh sebagian besar merupakan data kualitatif. Sasaran dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas program restrukturisasi kredit dalam   mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19.
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	The COVID-19 virus outbreak Indonesia has created problems very significant impact sustainability of MSMEs in Indonesia, and that is turned out to have impact on decline in MSME sector. To overcome the problems caused by COVID-19, government has issued various policies, one of which is restructuring of the COVID-19 stimulus credit stipulated in Financial Services Authority Regulation. This study aims to determine implementation and impact of credit restructuring policies on MSME debtors. Research is normative-empirical juridical type and descriptive in nature. Data in this study consisted of primary and secondary data. Data collection instruments in this study were divided into two, namely primary and secondary data. Primary data was collected by interview method, while secondary data collection used documentation study. This study uses qualitative analysis techniques. Goal of this research is to analyze the effectiveness of credit restructuring program in supporting economic recovery after COVID-19 pandemic.
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1. PENDAHULUAN 
Pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia menimbulkan permasalahan terhadap berbagai sektor. Sektor perekonomian dan bisnis merupakan salah satu yang mengalami dampak paling masif. Selama ini Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) telah memainkan peran yang sangat vital bagi roda perekonomian Negara Indonesia. Pernyataan ini tentunya bukan sekedar isapan jempol, apabila diamati dengan tolak ukur dari kemampuan UMKM yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja dengan baik, tentu tidak mengherankan UMKM dianggap telah menjadi fondasi penyelamat perekonomian saat menghadapi peristiwa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.[1]
Tercatat dalam sejarah, UMKM telah menjadi penopang perekonomian negara Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Sektor UMKM tidak mengalami penurunan sedikitpun, bahkan tercatat UMKM dapat melakukan penyerapan tenaga kerja sebanyak 85-107 juta sampai pada periode tahun 2012. Tidak berhenti sampai disitu karena kemampuan sektor UMKM dalam menyerap tenaga kerja sangat baik dimana UMKM telah berkontribusi sangat besar pada perekonomian Indonesia diberbagai sektor yang diantaranya, pertama pada tahun 2018 jumlah unit usaha di Indonesia berjumlah 64,1 juta (99,9%) dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan unit usaha yang aktif melakukan kegiatan produksi adalah berasal dari UMKM. Kedua pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja di Indonesia tercatat sebanyak 116,9 juta (97%) yang merupakan jumlah seluruh tenaga kerja di Indonesia yang diserap oleh sektor UMKM. Ketiga pada sektor investasi atau penanaman modal, sektor UMKM berkontribusi sebesar 2,5 miliar (60,42%) yang dihitung dari seluruh jumlah investasi yang ada di Indonesia pada tahun 2018.[2]
Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020, sektor UMKM telah mengalami kemunduran dan bahkan tak sedikit yang harus menutup usahanya. Permasalahan yang dialami UMKM ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan sosial guna meminimalisis penyebaran COVID-19.[1] Menurut data yang diperoleh dari hasil survei Katadata Insight Centre (KIC) pada bulan Juli 2020 terhadap 200 responden yang merupakan para pelaku UMKM, berdasarkan survei ini diperoleh fakta yakni sebanyak 56,8% UMKM dalam kondisi buruk, 83% terdampak oleh pandemi, sekitar 64% UMKM mengalami penurunan omset lebih dari 30% dan sebanyak 50% lebih UMKM terpaksa memberhentikan karyawan. Permasalahan ini tentunya telah memberikan gambaran bahwa dampak yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 akan sangat membahayakan roda perekomonian apabila tidak segera ditanggulangi.[1] 
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa penopang perekonomian Indonesia adalah koperasi, badan usaha atau organisasi negara, badan usaha atau organisasi daerah, dan badan usaha atau organisasi swasta yang akan merealisasikan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri yaitu berdasarkan pada mekanisme pasar, adanya intervensi dari pemerintah pusat, serta hak milik perseorangan diakui. Penjelasan kalimat dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) yaitu “dikuasai oleh negara” bukan berarti berupa kepemilikan oleh negara, namun peran negara adalah melakukan kontrol, pengaturan, pengawasan serta membuat kebijakan agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan berpegang pada asas keadilan sosial demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.[3]
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus kajian terhadap permasalahan yang timbul akibat dampak pandemi COVID-19 pada sektor perekonomian di Indonesia terkhusus mengenai permasalahan kredit yang dialami debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19, hal inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian.
Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan jawaban sekaligus mencarikan suatu solusi terhadap permasalahan yang diangkat kedalam penelitian ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas program restrukturisasi kredit dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Hasil yang didapat melalui penelitian ini, diharapkan dapat membawa banyak manfaat yang positif, diantaranya : pertama, manfaat teoritis  yakni hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam mendukung Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) periode tahun 2015-2045 yang berkaitan dengan bidang Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan, yang salah satu fokus risetnya adalah kajian ekonomi dan sumber daya manusia, dengan memuat kajian mengenai UMKM termasuk kedalammya; kedua, Manfaat Praktis yaitu terdiri dari : a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan oleh Pemerintah Negara Indonesia dalam rangka melakukan evaluasi terhadap program kerja terkait penanganan dampak COVID-19 terhadap UMKM,  b) Sebagai petunjuk atau pedoman bagi debitur UMKM yang belum memahami mengenai regulasi maupun program kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit stimulus COVID-19, c) Penelitian ini sangat diharapkan oleh penulis agar dapat dimanfaatkan oleh cendekiawan lainnya untuk dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam atau kritis terhadap permasalahan hukum yang relevan atau sejalan dengan ruang lingkup penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN 
	Penelitian ini berjenis yuridis normatif-empiris, yang bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena hukum yang sifatnya tidak hanya dalam konteks normatif, akan tetapi juga meliputi analisis terhadap aspek teknis dalam rangka mengimplementasikan ketentuan hukum di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan tidak dapat dijelaskannya efektivitas suatu hukum tanpa mengkaji terlebih dahulu tentang hukum dalam aspek normatif (law in books) dan hukum dalam aspek realita  (law in action), apabila tidak dilakukannya suatu perbandingan terhadap kedua variable ini tentu akan mustahil dapat diukur tingkat efektivitas suatu hukum.[1]
	Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang menganalisis dengan cara menggambarkan suatu fenomena baik meliputi subjek atau objek hukum dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan atau apa adanya tanpa dilakukan rekayasa.[4]
	Sumber bahan hukum diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer, merupakan data yang secara langsung relevan dengan permasalahan di dalam penelitian, yang diperoleh melalui kata-kata atau tindakan informan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang sedang melakukan pengumpulan data, atau dapat disebut sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber atau tangan pertama di lapangan.[5] Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap narasumber yang kredibel. Sedangkan data sekunder, adalah data tambahan yang ikut mendukung masalah di dalam penelitian, dan merupakan kegiatan pengumpulan data oleh peneliti dengan pengutipan data melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.[5]
	Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode. pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner yang dilanjutkan dengan wawancara, kemudian pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan metode in depht interview, yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk menggali secara lebih spesifik suatu fenomena yang sedang diteliti terhadap sumber data.[6]
	Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan kemudian dianalisis secara intens sehingga dapat mendukung, menambah kepercayaan, dan pembuktian suatu fenomena dalam rangka memperoleh data sekunder. Peneliti melakukan pengumpulan data berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah  yang diteliti, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang sesuai dan lain sebagainya dengan membaca dan mengkajinya.[6] 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dampak Yang Di Timbulkan Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian
Menurut data yang diperoleh, Indonesia mengalami krisis perekonomian yang sangat buruk jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2020 sebesar 2,97%. Selanjutnya, perekonomian Indonesia mulai bergejolak sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai Wilayah di Indonesia. Terlihat dari laporan Bank Indonesia (BI) bahwa terjadi kontraksi (penurunan) terhadap laju perekonomian Indonesia pada triwulan II tahun 2020 yakni sebesar -5,23%. Penurunan laju perekonomian Indonesia ini juga disebabkan oleh melemahnya perekonomian global.[7]
Sebagaimana yang disampaikan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia bahwa penurunan ekonomi domestik terjadi di semua komponen PDB sisi pengeluaran. Konsumusi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51% yang artinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2020 sebesar 2,83%. Sektor investasi mencatat kontraksi sebesar 8,61% atau turun dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2020 yakni 1,70%. Konsumsi pemerintah juga turut mengalami penurunan yaitu sebesar 6,90%. Penurunan ini sangat tajam dibandingkan pada triwulan I yaitu 3,75%. Selain itu, penurunan ekonomi domestik juga dapat dilihat dari kinerja ekspor yang menurun hingga 11,6% akibat pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas dunia. Hal yang sama juga terjadi pada sektor impor yang mengalam penurunan 16,96%.[7] 
Pandemi COVID-19 pada kenyataannya menyebabkan dampak yang lebih luas lagi, permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19 di Indonesia ternyata ikut melanda pasar keuangan Indonesia. Pasca Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan mengenai kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS masih tidak selemah pada saat tanggal 9 April 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020 tersebut, nilai tukar 1 USD terhadap Rupiah adalah sebesar Rp. 14.265.00 dan pertanggal 9 April 2020 nilai tukar 1 USD terhadap Rupiah adalah sebesar Rp. 15.880.00. Apabila dilakukan analisa, maka ditemukan fakta bahwa telah terjadi pelemahan rupiah sebesar 1.615 poin atau sekitar 11,32% dalam 39 hari, sedangkan tanggal 23 Maret 2020 tercatat sebagai waktu pelemahan terpuruk Rupiah terhadap Dollar AS dengan nilai tukar 1 USD terhadap Rupiah sebesar Rp. 16.575.00 setara dengan pelemahan sebesar 16,19%.[8] 
Krisis ekonomi yang pernah melanda Negara Indonesia pada masa lampau, yakni berkisar pada periode tahun 1998, juga menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah yang mengakibatkan kepercayaan pasar dan publik runtuh. Akan tetapi, saat situasi yang kacau seperti itu UMKM mampu tetap bertahan dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional saat menjalani masa krisis. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekitar 99% usaha di Indonesia merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah.[9] 
Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 ini berbeda dengan krisis sebelumnya, kali ini UMKM menjadi sektor terdepan yang mengalami guncangan ekonomi. Permasalahan yang dialami UMKM merupakan salah satu imbas dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti PSBB dan lockdown guna meminimalisir penyebaran COVID-19 yang secara tidak langsung ikut menghentikan aktivitas ekonomi UMKM.[9] Adapun pertanggal 20 Juni 2020 berdasarkan laporan dari Dinas Koperasi dan UKM provinsi, kabupaten dan kota Kementerian Koperasi dan UKM telah mencatat sebanyak 67. 051 pelaku UMKM terdampak pandemi, dan tentu angkanya terus bertambah seiring meluasnya penyebaran pandemi COVID-19.[7] Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM juga mendapatkan laporan perihal permasalahan yang dialami pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19 yakni; mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku untuk keperluan produksi, kesulitan untuk mendistribusikan barang, terjadi penurunan tingkat penjualan, dan mengalami permasalahan dalam aspek kredit/permodalan.[2]    

Restrukturisasi Kredit Sebagai Stimulus Perekonomian Selama Masa Pandemi COVID-19 
Untuk menanggulangi permasalahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 terhadap sektor perekonomian pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian, yang salah satunya adalah program restrukturisasi Kredit yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, kemudian dilakukan perubahan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, kemudian dilakukan perubahan kembali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Restrukturisasi kredit merupakan kegiatan penundaan terhadap iuran kredit dan pemberian subsidi bunga terhadap para pelaku UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultramikro (UMi), permodalan nasional madani membina keluarga sejahtera (PNM Mekaar), lembaga pengelolaan dana bergulir (LPDB), serta penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.[10]
Program pemerintahan ini diberlakukan dengan melibatkan perbankan dan industri perusahaan pembiayaan meliputi adanya penilaian terhadap kualitas suatu kredit dengan jumlah maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) hanya berdasar kepada ketepatan pembayaran pokok atau bunga saja, peningkatan terhadap kualitas kredit yang lancar dengan keberadaan restrukturisasi kredit. Menurut data yang diperoleh dari situs resmi OJK pada periode 31 Maret 2020 saja dilaporkan telah terdapat 55 Bank Umum, 13 Bank Umum Syariah, 7 Bank Pembangunan Daerah, 67 Bank Perkreditan Rakyat, serta 35 Perusahaan Pembiayaan menyatakan telah melakukan restrukturisasi dan keringanan terhadap debitur termasuk didalamnya UMKM yang terdampak COVID-19.[11]

Pengaturan Hukum Mengenai Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19   
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 menyatakan bahwa bank dapat memberlakukan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 termasuk juga debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud diantaranya, kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Dalam hal penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi tersebut bank harus tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 mengenai penerapan manajemen risiko Bank. Meskipun dalam pelaksanaan kebijakan ini diserahkan kepada bank sesuai dengan kondisi masing-masing, namun bank harus memiliki pedoman dalam pelaksanaannya, setidaknya memuat kriteria debitur yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga sektor apa saja yang terdampak COVID-19. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, bank juga dapat menggunakan aturan-aturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Adapun pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain :
POJK ini berlaku bagi BUK, UUS, BPR dan BPRS;
Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan;
1. POJK ini berlaku bagi BUK, UUS, BPR dan BPRS;
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan;
4. Kebijakan stimulus terdiri dari ; penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.[12] 
5. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara ; penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara;
6. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya;
7. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020;
8. Pihak Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian ulang terhadap debitur yang telah direstrukturisasi apakah prospek usahanya masih bertahan atau tidak sesuai ketentuan POJK;[12]
9. Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dalam POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.[13]

Efektivitas Program Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi
1. Mekanisme Penyaluran Program Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19
Pada dasarnya pedoman penyaluran restrukturisasi kredit oleh bank mengacu pada ketentuan POJK dan penilaian kualitas aset. Akan tetapi skema penyalurannya tidak memiliki ketentuan secara pasti dan cenderung bervariasi mengikuti ketentuan yang dibuat oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Perlu dimasukkan kedalam catatan dan penting untuk dipahami oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab.[14]
Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki kewajiban untuk menyediakan dana yang ditujukan untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Dalam hal ini Penetapan kualitas kredit yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kemampuan membayar oleh debitur sebelum  dan pada saat sudah berlangsungnya COVID-19. Sedangkan Kualitas Kredit untuk plafon diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan berdasarkan beberapa faktor penilaian, seperti :
a. Prospek usaha; penilaian terhadap prospek usaha terdiri atas, potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas, manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi, upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.
b. Kinerja debitur; Kinerja debitur dapat diukur dengan penilaian terhadap profitabilitas, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas terhadap resiko pasar.
c. Kemampuan membayar debitur; ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian Kredit, kesesuaian penggunaan dana, kewajaran sumber pembayaran kewajiban menjadi tolak ukur yang digunakan untuk menentukan kemampuan membayar debitur.[15]
Pihak Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian ulang terhadap debitur yang telah direstrukturisasi apakah prospek usahanya masih bertahan atau tidak sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 48/POJK/2020 merupakan perpanjangan dari POJK Nomor 11/POJK/2020. Apabila dari hasil penilaian ulang ditemukan adanya usaha yang tidak bertahan maka bank wajib membentuk cadangan dan menetapkan kualitas aset serta tidak lagi memberikan restrukturisasi kemudian melakukan uji ketahanan laba untuk dapat menghindari resiko kerugian bank. 

2. Kajian Yuridis Mengenai Efektivitas Program Restrukturisasi Kredit Terhadap Permasalahan Kredit Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 
Program restrukturisasi kredit merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Untuk dapat menentukan efektifitas dari sebuah peraturan tentunya sangat penting terlebih dahulu menentukan tolak ukur dari tujuan pembentukannya.[6] Teori Hukum dapat digambarkan sebagai sebuah sudut pandang untuk menjelaskan suatu permasalahan.[16] Dalam hal ini penulis menilai bahwasannya teori kemanfaatan/utilitarianisme dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan. 
Jika dianalisis program restrukturisasi kredit dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan keuangan debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19 dan juga dapat menghindari kerugian pihak bank akibat debitur yang tidak mampu melunasi kredit. Saat masa sebelum mewabahnya pandemi COVID-19, debitur UMKM memperoleh hasil baik dikarenakan pendapatan keuangan yang relatif stabil. Akan tetapi dalam masa yang sulit setalah diberlakukannya kebijakan Lock Down atau PSBB, debitur UMKM mengalami kesulitan untuk melunasi pinjaman kredit karena keterbatasan kegiatan usaha yang menyebabkan turunya pendapatan keuangan. Apabila debitur tidak mampu melunasi pinjaman kredit, hal ini akan merugikan pihak bank karena dapat menyebabkan terganggunya likuiditas bank yang akan berdampak buruk terhadap perekonomian negara.[17] 
Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan nilai restrukturisasi kredit perbankan telah mengalami penurunan, yakni sebesar Rp 301,16 triliun per Oktober 2023, turun Rp 15,83 triliun dibanding bulan September yakni Rp 316,98.[18] Kemudian berdasarkan rekapan data sejak Februari 2022, dengan jumlah peserta restrukturisasi secara keseluruhan telah mencapai 3,7 juta debitur, yang mana 76,75% pesertanya adalah UMKM. Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi tentunya akan berdampak positif bagi penurunan rasio loan at risk Bank. Restrukturisasi yang sejatinya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan kredit selama masa pandemi COVID-19,[19] Apabila diamati data pelaksanaan program ini  kemudian dikaitkan dengan teori kemanfaatan/utilitarianisme, yang menegaskan bahwa hukum akan menjadi efektif apabila penyalurannya mampu membawa manfaat, Jika komponen ini telah terpenuhi, maka dapat dikatakan pemberlakuan hukum tersebut telah berjalan secara efektif.[20]  

4. KESIMPULAN 
Landasan hukum pelaksanaan program restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19 diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pedoman penyaluran restrukturisasi kredit oleh bank mengacu pada ketentuan POJK dan penilaian kualitas aset. Akan tetapi skema penyalurannya tidak memiliki ketentuan secara pasti dan cenderung bervariasi mengikuti ketentuan yang dibuat oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Secara keseluruhan program restrukturisasi kredit dapat dinilai sebagai kebijakan yang efektif karena  dapat memberikan keringan terhadap debitur yang memberikan peluang UMKM dapat tetap bertahan selama masa pandemi COVID-19, dan juga dapat menghindari kerugian pihak bank akibat debitur yang tidak mampu melunasi kredit sehingga likuiditas bank akan tetap terjaga.
Sehubungan dengan pemberlakuan program restrukturisasi kredit stimulus COVID-19 yang bertujuan untuk menanggulangi permasalah akibat dampak pandemi COVID-19, penulis tentunya berharap agar pelaksanaannya dilakukan secara bertanggung jawab oleh semua pihak-pihak yang terlibat. kemudian penulis berharap agar Pemerintah dapat dilakukan evaluasi secara terus menurus terhadap segala macam kebijakan yang mendukung pemulihan perekonomian agar berjalan dengan baik sehingga Negara Indonesia dapat segera bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi COVID-19.
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